PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa utnuk melaksanakan ketentussal P66 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu
ditetapkan tahapan, tata cara penyusunan, pendgmadidn
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercaraden p
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
di Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 19&fatg) Pembentukan
Daerah Daerah Tingkat Il di Sulawesi ( Lembaramada
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahaRILN
Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang hgama
Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahur8 200
Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangemist
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemhrinta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahuiv 20
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N&mor
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004ngnta
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentarsa De
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ddom
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadio
4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentatignian
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pen@erintah
Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LNRI
Nomor 4593);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor @nT2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 — 2026 (Lembararabae
Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Dan
BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI
DESA .



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto deangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Paderintah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupmklam
menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atasetelat Daerah, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Delsa#iian sesuai
dengan kebutuhan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuthgmgkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.

Musyawarah adalah suatu Forum pertemuan masyattakatyang bertujuan
untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirdaiflukagiatan serta
memutuskan usulan prioritas kegiatan di Tingkasade

Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegialam menentukan
program Pembangunan di Desa mulai dari identifikasisalah, analisis
masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku bg@egunan, dan
identifikasi pendekatan dialog yang akan digunal@aeh para pelaku
pembangunan;

Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang bkebk bagi
kepentingan masyarakat di segala bidang;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang meidikis-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentiimmasyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiatianigat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesd&eaublik Indonesia;
Dusun adalah bagian wilayah kerja kepala desa danpakan lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat diwilayafiakga dan ditetapkan
oleh pemerintahan desa,;

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun adalaio $ieaum
pertemuan masyarakat di tingkat dusun yang beriujuatuk menggali
gagasan atau usulan masyarakat di tingkat dusun;

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yangussla disebut
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunieehstiders desa (pihak
berkepentingan) untuk mengatasi permasalahan dmsapitiak yang akan



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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terkena dampak hasil musyawarah dan menyepakatamankegiatan tahun
anggaran berikutnya.

Musrenbang Desa dilaksanakan dengan memperhagkaanma pembangunan
jangka menengah desa, kinerja implementasi rentaman berjalan serta
masukan dari nara sumber dan peserta yang mengdamnbgermasalahan
nyata yang sedang dihadapi.

Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yandu pdiketahui peserta
musrenbang untuk proses pengambilan keputusannasienbang.

Peserta adalah yang memiliki hak pengambilan kepntulalam musrenbang
melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan ripeingn oleh
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalargatuerdan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adabas adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem efietahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Peranglsst &bagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebutade®PD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalanyefenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraip&ian desa;

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibexélk masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pedateriesa dalam
memberdayakan masyarakat;

Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-umdgaugg dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.

BAB I1
TUJUAN MUSRENBANG DESA

Pasal 2

Musrenbang Desa mempunyai tujuan :

1.
2.

3.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di desa;

Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat decara tepat dan
mudabh;

Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan nastayang diperoleh
dari musyawarah perencanaan pada tingkat Komuitesgarakat dari
Rumah Tangga, RT/RK/Dusun;

Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibidgsa dan atau melalui
APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;
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5. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksamaka&uk dibahas pada
Musrenbang Kecamatan;

6. Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan peraggiolpembangunan
yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian naksyar

7. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakhtesa.

BAB I11
PRINSIP-PRINSIP MUSRENBANG DESA

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Penyelenggaraan musyawarabnPanaan Pembangunan
adalah:

pemberdayaan (empowerment);

keterbukaan (transparency);

akuntabilitas (accountability);

keberlanjutan (sustainability);

partisipasi (participator);

efisien dan efektif;

aspiratif.

NooprwdhE

BAB IV
PARA PELAKU/PESERTA DAN NARA SUMBER MUSRENBANG DESA
Bagian Pertama
Para Pelaku/Peserta M usrenbang Desa

Pasal 4

(1). Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa peserta yang dgadah komponen
masyarakat (individu maupun kelompok) yang berdddeda yang meliputi :
Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan (LPD/LRM sgbuatan lain),
BPD, Ketua RT/RK, Kepala Dusun, Ketua Adat, KonSikolah, Kelompok
Perempuan, PKK, Kelompok Pemuda, Organisasi Makggr&engusaha,
Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Tani/Nelayan, Keipok P3A, KPA,
Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olah raga, BidamaWat Desa,
Lembaga Ekonomi Desa (KSP, UED, SP), Tokoh Masydrdkokoh agama,
Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa, Ang@R&D yang berasal dari
wilayah pemilihan setempat , LSM yang berdomisikndLSM yang
melaksanakan kegiatan di Desa yang bersangkutailjtétar Desa/ Kader
Pembangunan Desa dan representasi wakil masyaniganh dan perempuan.
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Para Pelaku Musrenbang tersebut memberikan aspliagiartisipasi secara
aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksankagiatan dan dalam
pengambilan keputusan guna mewujudkan masyaralsst yieng sejahtera,
mandiri, dinamis dan maju.

Bagian Kedua
NARA SUMBER MUSRENBANG DESA
Pasal 5

Nara Sumber Musrenbang Desa terdiri dari :

1.

(1)

(2)

Kepala Desa, Ketua dan para Anggota BPD, LPD/LP&u atebutan lain
merangkap koordinator pelaksanaan MUSRENBANG D&sgala Dusun,
Ketua Adat, Tokoh Agama, Ormas, Kepala Sekolah, &adan aparat
Kecamatan, Fasilitator Desa/Kader Pembangunan Disg@bat Instansi
(SKPD), LSM yang bekerja di Desa yang bersangkdtanlain-lain;
Narasumber tersebut menfasilitasi masyarakat desaas dengan kapasitas
yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat desa yaeghtera mandiri,
dinamis dan maju.

BAB V
PENDEKATAN DAN METODOL OGI PERENCANAAN
Pasal 6

Pendekatan Musrenbang Desa dilakukan dengan peadekartisipatif,
pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUdaspendekatan atas
bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up);
Metodologi dalam penyelenggaraan Musrenbang Degat daenggunakan
metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Maayafesa (P3MD),
Comunity Led Assesment and Planning (CLAPP), Rdpidal Appraisal
(RRA), Participatory Rural Apraisal (PRA), FocusoGp Discussion (FGD),
Ziel Oriented Project Planning (ZOOP), dan Strengbakness Oppourtinith
Threath (SWOT).

BAB VI

MEKANISME MUSRENBANG DESA
Pasal 7

(1) Musrenbang Desa dilaksanakan pada bulan JanuaPelamari yang diawali

dengan musyawarah tingkat Dusun yang bertujuarkungnggali gagasan di
tingkat Dusun.



(2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada aydilgiganakan dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Meneegah(RPJM Desa),
kinerja implementasi rencana tahun berjalan sedaukan dari narasumber
dan peserta yang menggambarkan permasalahan ayetaihadapi;

(3) Tahap — tahap pelaksanaan Musrenbang Desa selanjdiatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
TUGASTIM PENYELENGGARA DAN DELEGASI

Pasal 8

(1). Tugas Tim Penyelenggara :

a. Menyusun desain musrenbang desa dengan melibagkarmakilan dusun

dan komunitas.

b. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarahtingkat
komunitas, RT/RK, Dusun, kelompok-kelompok masyatalang kurang
mampu dan kelompok perempuan.

Sosialisasi secara terbuka mengenai desain musiglesa.
Mendaftar calon peserta Musrenbang Desa.
e. Membantu para delegasi desa dalam menjalankanmiysas Musrenbang

Kecamatan.

f.  Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa.
g. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa yelkgang-kurangnya
memuat :

» Prioritas kegiatan yang disepakati dan,

» Daftar nama delegasi yang akan mengikuti MusrenBamgmatan.

h. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembanguesa D

2o

(2). Tugas Delegasi :

a. Bersama-sama tim penyelenggara menyusun RencajeR@nbangunan
Desa.

b. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunasa qeda forum
musrenbang kecamatan.

c. Proaktif menjalin komunitas untuk membangun dukum@aar hasil-hasil
usulan musrenbang yang lolos pada musrenbang keaaigerjuangkan
dalam Forum SKPD.

d. Sosialisasi hasil-hasil musrenbang kecamatan kepadaagai pihak di
desa.
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e. Bersama-sama tim penyelenggara dan fasilitator desanfasilitasi dan
mendorong masyarakat dalam rangka menggalang kegaaud dan
pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan pembangesan d

(3). Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagait@agiembangunan yang
akan dilaksanakan di desa serta sumber pendanaamg&a Tim
Penyelengara Musrenbang dan delegasi desa membéepala Desa
mengumumkan program-program pembangunan yang dkksahakan

BAB VIII
PERAN LEMBAGA-LEMBAGA DALAM MUSRENBANG DESA

Pasal 9

(1). Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam MusreBlesgagmeliputi :

a. Mensosialisasikan kegiatan Musrenbang Desa keastdaruh warga desa
sampai di tingkat dusun dan RT/RK.

b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalangkarMusrenbang
Desa mulai dari identifikasi masalah dan potenssyaeakat sampai
dengan permasyarakatan hasil Musrenbang Desa.

c. Menyusun draft usulan program pembangunan desa.

d. Mengkonsultasikan draft usulan program pembanguiesa kepada Tim
Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri SATKEDinas, Badan,
Kantor) dalam rangka sinkronisasi dan penyempurnaan

e. Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokursalaru program
pembangunan desa melalui Musrenbang Desa dan galajdisahkan
oleh Kepala Desa dan BPD.

f. Bersama Pemerintah Desa dan BPD memperjuangkargiaebhasil
musrenbang Desa yang telah disahkan oleh Kepata, Cegar masuk
dalam daftar prioritas usulan masyarakat se-ke@amatelalui Forum
Musyawarah Antar Desa (FAD).

g. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli qrelaaan
masyarakat (LSM, Forum Perdesaan, dan lain-lain) tukun
memperjuangkan hasil Musrenbang Desa (yang lolekseFAK atau
FAD) dalam forum Musrenbang Kabupaten.

(2). Peran Kepala Desa dalam Musrenbang Desa meliputi :

a. Memberikan dukungan pembiayaan Musrenbang Desa giamggarkan

dalam DPA Kabupaten maupun Propinsi.



b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi hgmb
Kemasyarakatan Desa dengan berbagai instansi ddva¢m lain sesuai
dengan kebutuhan.

Mengkoordinasikan fasilitas penyelenggaraan Muszegtbesa.

Qo

memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa ragauk daftar
Prioritas usulan masyarakat se-kecamatan melalli &au FAD.

e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli qrelaaan
masyarakat (LSM, Forum Pedesaan) untuk memperjaangkasil
Musrenbang Desa (yang lolos seleksi FAK/FAD) dalaiorum
Musrenbang.

(3).Peran Pengurus PKK,RT/RK, Karang Taruna dalam Misieg Desa
meliputi :

a. Mendukung kegiatan Musrenbang Desa yang dilaksanalehn Lembaga
Kemasyarakatan Desa di wilayahnya.

b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalemgka
pelaksanaan Musrenbang Desa di wilayahnya.

c. Menggalang swadaya warga dalam pembiayaan MusrgnbBasa di

wilayahnya.

d. Memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa dalaram
Musrenbang

e. Memasyarakatkan hasil Musrenbang Desa kepada bkelwarga di
wilayahnya.

(4). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenlgsag iDeliputi :

a. Memastikan kesesuaian hasil Musrenbang Desa dengspirasi
masyarakat.

b. Bersama Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan enearngkan
sebagian hasil Musrenbang Desa agar masuk daftaritags usulan
masyarakat se-kecamatan melalui FAD/FAK.

c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli qrelayaan
masyarakat (LSM, Forum Perdesaan) untuk memperkaanghasil
Musrenbang Desa (yang lolos seleksi FAD/FAK) dalaiorum
Musrenbang Kabupaten.

d. Mengawasi kinerja Tim Teknis dalam kegiatan pendaggn
Musrenbang Desa dan hasilnya diteruskan kepada DR&®8Iui anggota
yang mewakili kecamatan setempat.

(5). Peran Tim Teknis dalam Musrenbang Desa meliputi :

a. Mensosialisasikan Musrenbang desa di tingkat Ketamdan Kabupaten.

b. Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Dega d&lsrenbang
Desa.

Bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kecamatan
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Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan deedaembaga

Kemasyarakatan (LPD/LPM) atau sebutan lain di Ridam pelaksanaan
Musrenbang Desa.

Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasilisdnbang Desa
dengan program-program sektoral oleh berbagai Dirstansi terkait di

Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat.

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Lembagamidsyarakatan
Desa dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa.

Mendiseminasikan pelajaran berharga (lesson ledar) pengalaman
keberhasilan (best practices) dalam Musrenbang.Desa

(6). Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbang Desautnelip

a.

2o

g.

Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa dalam Ren&amja
Pemerintah Daerah (RKPD dan DPA.

Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa.

Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasisinbang Desa.
Menyelenggarakan FAD/FAK melalui Camat dan forum skémbang
Kabupaten melalui Kabupaten.

Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian hasil hheng Desa
dalam RKPD dan DPA.

Memasukkan seluruh hasil-hasil Musrenbang Desanddiank Data
Perencanaan Pembangunan, yang dapat diakses oheia gghak yang
memerlukan, termasuk LSM, Forum Perkotaan maupurdeBaan,
Lembaga donor, Perguruan Tinggi, Swasta, dan damn |

Bersama Forum Perdesaan menyelenggarakan diatag [delaku dalam
rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindakt kahun berikutnya.

(7). Peran DPRD dalam Musrenbang Desa meliputi :

a.
b.

C.

d.

Berperanserta secara aktif dalam forum Musrenbaimpgaten.
Memastikan bahwa proses dan hasil Musrenbang Kétupa
mengakomodir hasil Musrenbang Desa secara patifsipapiratif dan
adil;

Bersama Pemerintah Daerah mengakomodir sebagidinMasrenbang
Desa dalam RKPD dan DPA.

Mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan TIM Tekialm bantuan
teknis Musrenbang Desa.

(8). Peran Forum Perdesaan dalam Musrenbang Desa;

a.

b.

Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif sethp proses dan hasil
Musrenbang Desa se-Kabupaten.

Mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan RdaferDaerah,
DPRD dan berbagai pelaku pembangunan lainnya dalangadaan
bantuan teknis Musrenbang Desa.
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Mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kearakatan Desa
dalam rangka pengamanan hasil-hasil Musrenbang Desa
Mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka pepyenaan
sistem/model serta optimalisasi peran Musrenbanga de dalam
Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

BAB IX
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN MUSRENBANG DESA
DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10

(1). Kedudukan Musrenbang Desa dalam Perencanaan Pamandaerah
adalah :

a.

Dokumen Rencana Pembangunan yang dihasilkan dalasrelbang
Desa merupakan bahan acuan Penyusunan Rancangaan&elerja
Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dari tingletakhatan sampai
dengan Kabupaten yang akan dimuat dalam Rencan@dafgman
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Peomzang@ahunan
Daerah (Rapetada) atau disebut Rencana Kerja ReateriDaerah
(RKPD).

Semua dokumen rencana pembangunan sebagaimanadihpEda point
(a) ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD, khususumiek RKPD,
proses penyusunan dan penetapan Peraturan DaetahgteDokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(2).Hubungan Musrenbang Desa dengan proses Perencd&wabangunan
Daerah adalah :
a. Musrenbang Desa merupakan bagian dari Sistem Revaac

b.

Pembangunan Daerah.

Wujud dukungan Musrenbang Desa dalam proses peraaca

pembangunan Daerah, khususnya dalam penyusunan RE&hagai

berikut :

1). Data dan informasi potensi sumberdaya yang dimmtiasyarakat desa
sampai di tingkat RT/RK, Dasawisma (PKK).

2). Data dan informasi permasalahan dan kebutuhan mnaksya
(mencakup sarana dan Prasarana lingkungan, ekokerakyatan,
sosial budaya) sampai di tingkat RT/RK, DasawisRtaK).

3). Daftar usulan program pembangunan yang bertumpa kalutuhan,
aspirasi dan potensi sumberdaya masyarakat degsaisaimtingkat
RT/RK, Dasawisma (PKK).
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(3). Musrenbang Desa menjamin dihasilkannya dokumen Ri&1y merupakan
titik temu antara kebutuhan pembangunan skala daprapinsi dan Nasional
dengan kebutuhan pembangunan skala dusun.

(5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui psswhan Rancangan DPA
(APBD) tahunan oleh tim/panitia yang dibentuk ohpati, DPA (APBD)
diajukan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB X
SUMBER PEMBIAYAAN DAN HASIL MUSRENBANG DESA
Pasal 11

Sumber Pembiayaan Musrenbang Desa sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Puasat Pémerintah
Daerah;

Alokasi Dana Desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);.

Swadaya Masyarakat Desa,

Pihak Ketiga, dan

Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

ook wnN

Pasal 12

Hasil Musrenbang Desa meliputi :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menghasilk
a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa ;

b. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbangaiietan.

c. Berita Acara Musrenbang Desa.

2. Perencanaan Pembangunan desa yang telah dihagikamasil musyawarah
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalagasshéu kesatuan dalam
sistem Perencanaan Pembangunan Daerabh;

3. Perencanaan Pembangunan desa yang telah dihas#lkagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun secara berjangka yaitu:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMIK) jangka
waktu 5 (lima tahun) yang ditetapkan dengan Pexatlresa berpedoman
pada Peraturan Daerah;

b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des), yang paien
penjabaran dari RPIJMD untuk jangka waktu 1 (saghun yang
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedorada Peraturan
Daerah.
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4. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimakisudyat (1) diatas
didasarkan pada data dan informasi yang akurat daapat
dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RarafDaerah yang mengatur
hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturamataei, sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut Peraturaratiu Keputusan Bupati.

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaidiangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan UPelaggan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramb&abupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 2007

BUPATI JENEPONTO

RADJAMILO
Diundangkan di: JENEPONTO
Pada Tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

Drs. H. IKSAN ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMR ..



